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KELURAHAN PONDOK LABU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHANPONDOK LABU

NOMOR : 80 Tahun 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KELURAHAN PONDOK LABU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PONDOK LABU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, untuk itu
perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Tingkat
Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah
Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota
Administrasi Jakarta Selatan tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Pelaksana Kelurahan Pondok Labu;

. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor

24);

. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan

Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun

2021 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 51033);

. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokurnentasi Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK LABU KECAMATAN
CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA KELURAHAN PONDOK LABU.

Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Pondok Labu
merupakan pedoman baku secara tertulis yang bersifat
administratif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

eksternal dan/ atau internal.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
mewujudkan pelayanan internal dan/ atau eksternal, yang:
efektif;

efisien;

transparan;

akuntabel;

konsisten;

aman ;

nyaman; dan

®» N o gk b=

pasti;

Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Pondok Labu mengacu

pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Utama, sebagai berikut :

1. SOP Permohonan Informasi Publik;

2. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;

3. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
(DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);

4. SOP Pendokumentasian.

Uraian SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



KELIMA . Pelaksanaan SOP ini didukung dengan sumber daya manusia,

prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
rtanggal : 1 September 2026

” P“ PROVING, 7S
) R, _"‘\‘_-\

HAN PONDOK LABU,

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

2. Inspektur Pembantu Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi
Jakarta Selatan.

4. Camat Kecamatan Cilandak.



Lampiran I

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permintaan Informasi PPID Pelaksana Perangkat Daerah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor SOP

e

Tanggal :
Pembuatan

Tanggal
Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan : | Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
oleh

Nama SOP

e

Pengelolaan Permintaan Informasi PPID Pelaksana Perangkat
Daerah

Dasar Hukum:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi
Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik

B

Keterkaitan:
1. SOP Surat masuk
2. SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan:

Formulir permohonan informasi

Berkas kelengkapan permohonan informasi
Surat elektronik

Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

b b

Peringatan:
Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi
Publik

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan

2 Surat jawaban permohonan informasi publik
3. Tanda terima




Lampiran II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PERMINTAAN INFORMASI PPID PELAKASANA PERANGKAT DAERAH

Pelaksana

MMutu Baku

Walctu

DOutput

Heterangan

No Aktivitas
PPID Utama PPID Pelaksana PO Persyaratan/ Kelengkapar
1 |[Menerima permohonan permaohona) 1. Formulir Permohonan Tanda Terima Buku Terkait dengan SOP Sarat Masuk
informasi publile Informasi Permohonan Informasi Publik
2. Berkas Kelengkapan
Permohonan Informasi
( ) |
2 | Memuverilikasi berkas kelengkapan Tanda Terima Buku 10 Menit |Jika tidak lengloap: Dokumen Kelengkapan Permohonan:
Permohonan Informasi Publilke. Permohonan Informasi Publik Form Chocklist L. Fotocopy KTP [Perorangan)y/ KTP Pimpin:sn
AMengerm balikan kepada pemohon Organisasi
informasi jilka dokumen permohond Jdiken lenglkap: 2. Akia Notaris/SK Organisasi Sk
imformasi tidak lengkap Tandda Terima Bukui Iemuenkoum brarm
Poermohonan Informasi Publik| 3. Surat Kuasa dan KTP pemibert leosesa
- x. {Relom pals Crrang)
I Menggunakan Form Checklist Kelenghkapas
_<> Dokumen oi 51 PRI
T *} Apabila herkas Permohonan Informasi Pub
lenghkap maka dapar divindaklanjuotd
3 |Mengirimkan surat / pomberitaban Form Cheoklist 30 Menit |Surat /) Pemberitabhuan *1 Apabila berkas Permohonan Informasi Puls
kepada Pemohon untuk molenglog kelenghkapan berkas ticlak lengkap, maka PPID Utama mengirimba
berkas permohbhonan informasi - permohonan informasi surat/pemberitahuan kepada Pemohon unta
moelenghkapi berkas paling lambat 3 hari kerja
Dalam hal tidak dilengkapi pada batas walktua
sang diberikan, maka permohonan informasi
dianggap batal
4 [Menvuasun konsep Surat Joawaban Tanda Terima Buku 4 Hari 1. Informasi dan /atau dokom
Permohonan Informasi Bdik serta Permobwonan Informas: Publik pendukung
kelengkapan laom e data dan f al 2. honsecp Surat Jawalbwan
informasivang sudah discetujui oleh) Permohonan Informasi bk
Atasan PPLD PID I—
s Aakukan veriikasi dan validasi 1. Informasi dan/atau dokum 2 Hari 1. Informasi dan /atau dokum
kesesuaian rancangan Surat Jasval pendukung pendulkung
Permohonan Informas: Pubhk 2. Konsep Surat Jawaban 2. Konscp Surat Jawaban
terhadap: T Poermohonan Informasi Publik Permohonan Informasi Publik
- Kelengkapan data «dan atan yang telah terverifikasi
informasi vang dimohon ¥
= Kesuaian klasifikasi Informasi Pu
berdasarkan regulasi Keterbukaan
Informasi Publik
6 |[Mensuudatangani dokumen rancan 1. Informasi dan/ataun dakum 1 1. Informasi dan ataun dokom
Surat Jawaban Permohonan .|. pendukung pendubkung
Informasi publik i 2. Konsep Surat Jawahbhan 2. SBurat Jawaban Permohona
Permohonan Informasi Pub Informasi Publik
1h terverifikasi
7 | Mengunggah surat jawaban 1. i dan/atan dokun 1 Hari 1. Surat Jawaban Permohonat Terkait dengan SOP Surat Keluar
Informa:asi Publike

poermohonan informasi untuk
disampaikan kepada Pemolhion
Informasi Publik dan mengarsipkas
pada Sistem Informasi PPID

J

pendukung
2. Surat Jawaban Permohona

Informasi Publik

2. Tanda Terima /Buku
Pengiriman Surat Jawaban




Lampiran III

Standar Operasional Prrosedur Pengelolaan Keberatan Informasi

Nomor SOP

T PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS |Tanggal

Lo IBUKOTA JAKARTA Punbustan

7 | Revisi
Tanggal ;
_ PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN Pesiaasstinn
L DOKUMENTASI Disahkan : | Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
== PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | oleh

Nama SOP : | Pengelolaan Keberatan Informasi

Dasar Hukum:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi
Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik

i AL

Keterkaitan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan:

1. Formulir keberatan Publik
Surat keberatan Informasi Publik
Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

S

Peringatan:

Pelanggaran terhadap SOP dapat berpotensi menimbulkan Sengketa Informasi Publik

Pencatatan dan Pendataan:
1. Dokumen kegiatan
2. Surat tanggapan keberatan informasi




Lampiran IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI

Mutu Baku
No ivi
e Ut:::?:ell:z:,ana Utam:,r:']:la ksana Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu Output Heteranzin
1 [Menerima keberatan informasi ds 1. Formulir Keberatan Informasi |30 MenifDispesisi Terkait dengan SOP Surat
memerintahkan PPID Utama/ Publik Masuk
Pelaksana untuk menindaklanjut 2. Surat Keberatan Informasi Publj
permohonan keberatan ( ) 3. Tanda Terima Bukti Keberatan
Informasi Publik
2 |Menyusun konsep Surat tanggaj Disposisi 10 Hari|l. Konsep Surat Tanggapan Kebera
keberatan informasi dan Informasi
menyiapkan data dukung 2. Informasi dan/atau Dokumen
v Pendukung
> 3. Daftar Informasi Publik (DIP)
4, Daftar Informasi Dikecualikan (L
3 |Memeriksa konsep Surat 1. Konsep Surat Tanggapan 2 Hari |1. Surat Tanggapan Keberatan Jika setuju, menandatangs
Tanggapan Keberatan Informasi Keberatan Informasi Informasi dan menyerahkan kepada
2. Informasi dan/atau Dokumen 2. Informasi dan/atau Dokumen |PPID Utama / Pelaksana.
T Pendukung Pendukung Jika tidak setuju,
3. Daftar Informasi Publik (DIP) mengembalikan kepada
4, Daftar Informasi Dikecualikan PPID Utama / Pelaksana
¥ (DIK) untuk diperbailki.
4 |PPID menyampaikan Surat Surat Tanggapan Keberatan 1 Hari |1.Surat Tanggapan Keberatan Terkait dengan SOP Surat

Tanggapan Keberatan Informasi
kepada pemohon dan melakukan
Pengarsipan

Informasi

Informasi
2 .Tanda Terima/Bukti Pengiriman
Surat Tanggapan Keberatan Inform)

Keluar dan SOP Arsip




Lampiran V

Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana

s m e
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

i

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

e PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor SOP :

..

Tanggal
Pembuatan

Tanggal
Revisi

Tanggal
Pengesahan

Disahkan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

oleh

..

Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik PPID
Pelaksana

Nama SOP

-

Dasar Hukum:

1;

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Kualifikasi Pelaksana:
1. Memahami Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Dokumentasi
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama 4. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pelayanan informasi publik
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Keluar 1. Daftar Informasi Publik (DIP)
2. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)
3. Surat elektronik
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi

Publik

1. Dokumen kegiatan
2. Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik




Lampiran VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA

No

Pelaksana (PD/UKPD)

Mutu Baku

Aktivitas

Atasan PPID
Pelaksana

PPID Pelak
¢laRsand|  pp/UKPD

Unit Kerja pada

Persyaratan / Kelengkap

aWaktu

Output

Keterangan

Menghimpun dan menyusun
informasi publik dari unit kerja di
bawah kewenangannya

(D

Daftar Informasi

10 hari

1. Usulan Daftar Informas
Publik

2. SK Daftar Informasi
Publik (DIP) tahun
sebelumnya

3. SK Daftar Informasi
Dikecualikan (DIK)

2 [Melakukan telaah dan klasifikasi 1. Usulan Daftar Informas| 4 Hari |1. Nota Dinas
usulan Daftar Informasi Publik dar] i Publik 2. Daftar Informasi Publik
menyampaikan hasilnya kepada 2. SK Daftar Informasi
Atasan PPID Publik (DIP) tahun
s sebelumnya
3. SK Daftar Informasi
Dikecualikan (DIK)
3 |Memberikan persetujuan terhadap ' 1. Nota Dinas 1 Hari | 1. Disposisi
Daftar Informasi Publik dan . 2. Daftar Informasi Publik 2. Daftar Informasi Publik
memerintahkan PPID Pelaksana yang disetujui
untuk menindaklanjuti sesuai deng
peraturan perundang-undangan Y
5 |Menetapkan Daftar Informasi Publi ! 1. Disposisi 1 Hari [Surat Keputusan tentang
2. Daftar Informasi Publik Daftar Informasi Publik
vang disetujui
Mendokumentasikan dan Surat Keputusan tentang |30 Menit|Surat Keputusan tentang |Terkait dengan SOP Surat Kelua

menyampaikan Surat Keputusan
tentang Daftar Informasi Publik
kepada PPID Utama

Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik

dan SOP Arsip




Lampiran VII

Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik

Nomor SOP !
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS | Tanggal
Pembuatan
IBUKOTA JAKARTA Pombustan
Revisi
Tanggal §
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN Lo O
DOKUMENTASI Disahkan : | Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |ocleh
Nama SOP : | Pendokumentasian Informasi Publik

Dasar Hukum:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

3. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami Peraturan Gubernur Daeral Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi
Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan
Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik

ngdl e o)

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
3. Dalfltar Informasi Publik (DIP)
4. Dokumen pendukung
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi
Publik

1. Dokumen kegiatan
2. Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik




Lampiran VIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas L Keterangan
PPID Utama PPID Pelaksana | Persyaratan/ KelengkapaiVaktu Output
1 [Menghimpun dokumen 1. SK Daftar Informasi Pulf 7 Hari [Dokumen Informasi
pendukung SK Daftar Informj ( ) 2. Dokumen Pendukung Publik
Publik (DIP)
2 |Menginput dokumen v Dokumen Informasi Publik 2 Hari |Data Informasi Publik
pendukung SK Daftar Informd
Publik (DIP) ke dalam Sistem =
Informasi PPID
3 |Melakukan verifikasi terhadaj Data Informasi Publik 1 Hari |Data informasi Publik | 1. Kesesuaian klasifikasi
kelengkapan dan kesesuaian I} Terverifikasi Informasi Publik
dokumen/informasi yang <\T berdasarkan regulasi
diinput Keterbukaan Informasi
{ Publik
2. Verifikasi untuk setiap
PD/UKPD
4 |Mempublikasikan dokumen Data informasi Publik 1 Hari Terkait dengan SOP Arsiy

Informasi Publik

Terverifikasi




